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Diungkap Anggota Komisi VI DPR

Industri Tekstil Nasional
Hadapi Tekanan Berlapis

Industri tekstil nasional saat ini sedang
mengalami tekanan berlapis mulai dari dominasi
produk impor, masuknya limbah tekstil, hingga
tingginya biaya produksi di dalam negeri.

HAL tersebut disampaikan Ang
gota Komisi VI DPR Darmadi
Durianto dalam Forum Group
Discussion {FGD) bertajuk
“Membedah Gejolak Industri
Tekstil Nasional” yang discleng-
garakan di Megawati Institute,

Jakarta, Senin {27/4/2026).

“Pasar nasional tidak boleh
terus dikuasai asing. Kalau ini
dibiarkan, industri kita bisa mati
di negert sendirs.” tegas Ketua
DPP PDI Perjuangan Bidang
Industri, Perdagangan, BUMN,
dan Investasi ini.

FGD vang dipimpin lang
sung oleh Darmadi tersebut
menghadirkan berbagai asosiasi
industri tekstil dan pemangku
kepentingan. di antaranya [katan
Pengusaha Konveksi Berkarya
(IPKB). Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (AP, Asosiasi Produ
sen Serat dan Benang Filament
Indenesia (AFSyFI). Perkumpu
lan Pengusaha Pakaian dan Per
lengkapan Bayi (P4B), Konfed
erasi Serikat Pekerja Nusantara
[KSPN), Asosiasi Industri Kecil
Menengah Indonesia (ATKMI],
Asnsiasi Pedagang Lokal Indo
nesia (APLI). IKM Majalaya,

serta Aliansi Masyarakat Teksal
Indonesia.

Dalam forum tersebut. para
pelaku industri menyampaikan
bahwa pasar domestik semakin
didominasi oleh produk impor.
Kaondisi ini dinilai menekan
davya saing industri lokal. reru
tama di tengah tingginva hiaya
produksi dan melemahnya per-
mintaan terhadap produk dalam
negeri.

Selain itu. isu masuknya lim
hah tekstil impor atau Shredded
Worn Clathing (SWC) dalam
jumlah besar turut menjadi per
hatian. Celah dalam pengaturan
HS Code diduga dimanfaatkan
untuk memasukkan pakaian
hekas layak pakai dengan label
limbah. yang kemudian beredar
luas melalui prakiik thrifting
impar.

Dari sisi internal, industri
tekstil nasional juga menghadapt
tantangan serius. Tingkat utilitas
produksi yang masih berada di
kisaran 5060 persen menunjuk
kan belum optimalnya kapasitas
industri. Tingginva biaya energl
dan logistik, serta perubahan
perilaku konsumen vang lebih
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memilib brand global dan figur
publik, turut memperlemah po
sisi produk lokal di pasar,

Darmadi menegaskan hahwa
kondisi ini membutuhkan keha
diran negara secara nvata, tidak
hanya sebagai regulator, tetapi
juga sebagai pelindung industri
dalam negeri.

la juga mendorong penegakan
tegas Peraturan Pemerintah No
mor 2% Tahun 2021 guna men-
ciptakan sistem perdagangan
vang lebih adil dan berpihak
pada industri nasional.

“Ini bukan sekadar soal bis
nis. Ini soal lapangan kerja dan
kedaulatan industri nasional,”

ujarnya.

Koordinasi Lintas Sektor Di
dorong

Sebagai tindak Janjut, Darmadi
menyampaikan bahwa berbagai
isu strategis tersebut akan segera
ditindaklanjuti melalui koordinasi
lintas sekior.

Langkah yang akan didorong
antara lain koordinasi dengan
Pertamina Patra Niaga untuk
memastikan dukungan energi
industri. serta mendorong per
temuan antara Perusahaan Gas
Megara (PGN) dengan asosiasi
industri, termasuk Asosiasi Aneka
Industri Keramik Indonesia. guna
menekan biaya gas industri.

Selain itu, isu perpajakan
akan disampaikan kepada Pur
bava Yudhi Sadewa untuk mem
perkuat daya saing sektor manu
faktur nasional.

Darmadi juga menekankan
pentingnya pengawasan terha
dap potensi prakiik persaingan
usaha tidak sehat bersama Komisi
Pengawas Persaingan Usaha
(KPPL), khususnya terkait domi
nasi produk impor dan potensi
distorsi pasar.

Sementara itu. praktik thrifting
impor akan dibahas lebih lanjut
bersama Menteri Perdagangan
sebagai bagian dari upaya pena
taan pasar domestik. m T
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